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ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA (UU RINO, 3 TAHUN 1997}

Saat ini, anak lebih cenderung berbuat kenakalan yang bila
diklasifikasikan, perbuatan tersebut tergolong perbuatan kejahatan, bila dilakukan
oleh orang dewasa. Namun bila dilakukan oleh anak-anak, dalam pengertian anak
di bawah umur sampai dengan anak remaja, perbuatan yang termasuk kategori
kejahatan tersebut di anggap scbagai kenakalan anak, yang sering di sebut oleh
para ahli dengan juvenile delinquency. Tidak adil rasanya bila anak yang
melakukan kenakalan yang meresahkan masyarakat tersebut, tidak dikenai
hukuman. Tidak sepantasnya juga anak-anak tersebut mendapatkan hukuman
yang sama dengan yang diterima oleh orang dewasa bila melakukan kejahatan.

Adakalanya anak-anak yang melakukan kenakaian tersebut, bila ditelusun
lebth lanjui, bersikap demikian dikarenakan latar belakang psikologis dan
sosiologis tempat anak itu dibesarkan dan keadaan jiwa anak itu. Apakah ia sudah
dapat berpikir sccara rasional ataukah belum.

Bagaimana status hukum Islam terhadap anak di bawah umur yang
melakukan tindak pidana? Schubungan dengan tindak pidana yang dilakukan
oleh seorang anak di bawzh umur, apakah dapat vmur seorang anak dijadikan
sebagai alasan penghapus pidana, baik itu ditinjau dari hukum pidana positif
maupun hukum pidana Isiam?

Dalam pengumpulan data, dengan menelaah sumber data primer dan
sumber data penunjang lainnya, kemudian data yang terkumpul diclah dengan
cara klasifikasi. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis-
normatif. Menjelaskan tentang anak dan kenakalan anak yang termasuk dalam
klasifikasi kejahatan, kemudian dianalisa dan diberikan penilaian dan sudut
pandang yang berbeda menurut hukum positif ditinjau dan hukum islam,
sehingga dapat disimpulkan bahwa anak vang berusia di bawah umur, tidak
dikenakan pidana.

Hasil penelitian ditemukan bahwa bagi anak di bawah umur, yaitu usia
antara 0 tahun sampai dengan 12 tahun atau sampai usia baligh (kebanyakan
ulama berpendapat pada usia 15 tahun) menurut hukum Islam, tidak dikenai
pidana atau hukuman, Tetap dikenakannya tindakan atau tanggung jawab perdata
bagi anak nakal adalah karena adanya kaidah dalam hukum Islam bahwa darah
dan harta itu selamanya terjaga dan terlindungi dan uzur-uzur syara’ apa pun tidak
dapat menghapus ketentuan tersebut. Dan tindakan tersebut tidak dapat dikatakan
scbagai hukuman. Demikian juga menurut UU RI No. 3 Tahun 1997, anak yang
dapat dikena: pidana adalah anak yang berusia 12 tahun sampai 18 tahun. Usia 8
tahun sampai 12 tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan usia di bawah § tahun,
tidak dikenai tindakan atau pidana sama sekali, setelah ditakukan penyidikan oleh
aparat yang berwajib. '

1



Dr. H. Abd. Salam Arief, MA

Dosen Fakultas Syari’ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal  : Skripsi
Sdri. Yunizar Hidayati
Kepada
Yth. Bapak Dekan Fak. Syan’ah
UIN Sunan Kalyjaga
di Yogyakarta

Assafaami alatkum Wr. Wb.
Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan
perbaikan-perbaikan seperfunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudari

Nama : Yunizar Hidayati
NIM - 00370432
Jurusan - Jinayah Siyasah

Judul Skripsi © “Tinjauan Hukum islam Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai
Alasan Penghapus Pidana (UU RI Nomor 3 Tahun 1997)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
strata satu dalam jurusan Jinavah Siyasah Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat
segera dimunagasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalanu 'alaikum Wr. Wh.

Yogyakarta, 1 Agustus 2005 M
25 Jumada al-Tsaniyah 1426 H

77 1. Abd, Salam Arief. MA
NIP. 150 216531

il



Ahmad Bahiej, SH, M.Hum

Dosen Fakultas Syari’ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal  : Skripsi
Sdri. Yunizar Hidayati
Kepada
Yth. Bapak Dekan Fak. Syari’ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalacmu alaikum Wr. Wh.
Qetelah membaca, meneliti dan mengorekst serta memberi masukan dan
perbaikan-perbaikan seperiunya terhadap isi dan penulisan skripst saudari :

Nama * Yunizar Hidayati
NIM - 00370432
Jurusan - linayah Siyasah

Jjudut Skripsi : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak di Bawah Umur Sebaga
Alasan Penghapus Pidana (UU R Nomor 3 Tahun 1997)7

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat uniuk memperoleh gelar sarjana
strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari‘ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat
segera dimunagasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasth.
Wassalamu alaikum Wr. Wh.

Yogyakarta, 3 Agustus 2005 M
27 Jumada al-Tsaniyah 1426 H

Pembimbing It

Lo

N w

- Ahmad Bahiej. SH. M. Hun,
NIP. 150 300639

1\



PENGESAHAN
Skripsi berjudul :
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA
(UU RI NOMOR 3 TAHUN 1997)
Disusun Oleh :

Yunizar Hidayati
NIM. 00370432

Telah Dimunagasahkan di Depan Sidang Munagasah Pada Tanggal
24 Agustus 2005 dan Dinyatakan Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Hukum Islam

Yogyakarta, 15 Oktober 2005 M
// mamadhan 1426 H

NTP 150 182698

Panitia Munagasah

Ketua Sidang Selfgtaris Sidang
%=
Prof. Dr. Khoirudin, MA Yasin BaidiS.Ag. M.Ag
NIP.. 150 246195 NIP. 15Q 286404

Pembimbing II

Ahmad Bahllréz M.Hum

NIP. 150 300639

‘I



HAL Aot mOT70

(’J‘/ / Ty 2 24 . ey 302 Z, 3 ¥,
_/f?ﬁi’{( an bexpelis wie belabe e Jmm{g/cx. //M-xg/ejmmwa-{( ang
diderila, keran munghin Kesengsaraan i mergpatian sumber

“a \
/a'ﬁéa}écgyémm nanlinga. ~ HWonander ~

7 ' o “

M%«Mmy %@% Cine Clch berbata: %f@ die marnfaal

- ~ _
dari @aya/wa‘. %ﬁ/ﬂﬁ@,ﬂ/ﬂﬂ il yaya/-, it ét”/c?’/(ﬁ’
& I g [é £ &7
o

lentang ape yang /{'(fa.é;/&r/(mx. e, /ﬁ'c;'./(((fy((/an memnbert
P

Q%/é&/aﬂjmm/,-- wurdit ?MW&M/MMX@!WM?&- bare, "

vi



HALAMAN perseMBAHAN

ln%@&c)f' L Ay& etehe s ferhikerre teve ookl

%{&/{{M a{z-ra ‘. g{ﬂﬂ(éx denorredir.

SEAEF LG Je)f((iz,;éhﬁ)a— /}Eé’z‘éf%ﬁ;é'ﬁ/#( 2 (4’4}7'& frelarrrd é-’)m%;(ﬂ‘ dessrcrsecrcid /é’ RN LI
SEE A 4

.f/rg./((//a ,,l(,'vzﬂ//;r Mzr’!r/(/?(//r r(/éfﬁ .)r{‘)ﬂﬁ/. Lot ,,,(,,{fm)”,/ relerd f/(/.w rJéﬂ/t wer

. \'4}”(/// r/.'/r/}éﬁ,{« xi,\zgic..ryrzﬂ;;r;
ﬂ?{f;ﬂ/a;f{, Codies dere Lotedorse ety fostere
2 Py

7 CWfr T ) .
///{?ﬁé ngfj l‘;j%{/”ﬁ/ %/f m*(?/;/{(/n Loterace Horoeh ér/z/yué

allors Bervelovcerr dorve .w/// ,a‘z-éz;/(a .M/Jﬂ.w rrLE. .

o .
.-._‘/;’-?’)?(r‘f:*,d'~/:'?-}??({'}?.-)éf{-; g A srzennr b Rente. ey e trorlit o toners »?(;fim
< =4 4 (,, u'.‘

P4

.'{éﬂ)& czf:zoa«ﬂ(zwf;(z/ (ﬁ/z/?:zgw zﬁmz_;«tcﬂru' Py J/é?ﬁ/zdr-' £rE

//’/;jbwé’& Wg& ﬁmﬁf/}{ PRI .//yz,/u(z& .'chmz//yaf f{mfw.é ﬁy}?»ﬁ;/,/e/«'éo}é&% ﬁ&ét« -
reetee . féﬁ‘& crééf)z-- r@éﬂ/w fkm&u&’}';{&. ..

S ML NEC o T

vii



PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Transhterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan

skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987

dan Nomor 0543b/1)/1987
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L Ta’ Marbutal diakhir kata

a. Bila dimatikan fulis i

X ditulis Hikmah
A ditulis Jizyal

{ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam
bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki tafal aslinya).

b. Bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka
ditulis &

1

A g ! ditulis | Kardmah al-auliyi’

¢. Bila ta’ marbutah hidup dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis £
3 Jadl ;b/j ditulis Zakat gl-ftrah
1V, Vokal Pendek
_______ fathah ditunlis a
S kasrah ditulis i
o dammsh ditulis u




V. Vokal Panjang

1 Fathah + ya’ mati ditulis ai
NP ditulis bainakum

2 Fathah + wawu mati ditulis au
Js ditulis gaul

Vi. Vokal Rangkap

i Fathah + ya' mati ditulis ai
Sy ditulis bainakun

2 Fathah + wawu mati drtulis au
Js8 ditulis gaul

VH. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkar dengan
apostrof
.?:‘ﬁ ditulis ‘a antum
Saae ditulis u’iddat
pSa oY ditulis la’in syakartum
V11, Kata sandang alif lam
a. Bila diikuti buruf Qamariyyah
[5 el ditulis ai-Qur’an
sl ditulis al-Qiyas
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b. Bila ditkuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf {elinya.

B difulis As-sauna’ |
i | ditulis | Asy-syams
i

EX. Penulisan kata-kata dalam ravgkaian kalimat ditulis menurut bunyi

atau pengucapannya
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BAB i
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada beberapa definisi tentang kenakalan anak yang disebut juga dengan
juvenile delinguency. Menurut B. Simanjuntak,’ juvenile delinquency adalah
perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkesaan terhadap normu
hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan
oleh para juvenile delinquents, di mana yang dimaksud dengan juvenile delinquent
itu adalah offenders yang terdiri dari “anak” (berumur di buwah 21 tahun sampai
dengan pubertas), yang termasuk juridiksi pengadilan anak (juvenile courr).
Menurut Fuad Hasan,” delinquent adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan
anak atau remaja yang bilamana dilakukan oleh orang dewasa diklasifikasikan
sebagai tindak kepahatan.

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak memberikan
pengertian anak nakal, yaitu:3
. Anak yang melakukan perbuatan pidana;

2. Anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, baik menurut
peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang

hidup dan berlaku daiam masyarakat yang bersangkutan.

' B. Simanjuntak, Latar Belakang Kenakulan Femaja, (Bandung: Alumni, 1979), him.
60,

2 Ibid , hlm. 70.

? Lihat UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 1 ayat (2).



Banyak faktor yang menyebabkan kenakalan anak, sehingga dalam
penanggulangannya juga harus diperhatikan sisi psikologis dan anak. Untuk
dapat mengetahui apakah anak yang melakukan kenakalan dapat dituntut atau
tidak, harus terlebih dahulu dijelaskan tentang perbuatan pidana dan
pertanggungjawaban pidana. Karena antara kedua hal ini ada hubungan yang
sangat erat, perbuatan pidana baru mempunyai arti bila disertai dengan
pertanggungjawaban pidana. Pertanggungiawaban pidana tidak mungkin ada jika
fidak ada pelaku pidananya.

Kansil mendefinisikan Hahwa “hukum pidana adalah hukum vyang
mengatur tentang -pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum,
perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan
atau siksaan.™

Hukum Pidana dalam Islam sering disebut dalam figh dengan istilah
Jinayah atau jarimah. Jinaysh merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata
Jana. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah
diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.” Kata jinayah dalam istilah hukum
sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata jindysah
mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abdul al-Qadir

Audah:

* CST. Kansil, Pengantar limu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: PN Balai
Pustaka, 1983), him. 242,

* Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung Pustaka,
2004), him. 1.
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Jadi jinavah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara’ karena dapat
menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal (imez‘egensf).7

Moeljatno memberikan pengertian hukum pidana adalah bagian daripada
keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar
dan aturan-aturan untuk:®
1. menentukan perbuatan-perbuatan mana yany tidak boleh dilakukan, dilarang
dengan disertai ancaman atau sanksi yvang berupa pidana tertentu bagi
barangsiapa melanggar larangan tersebut;

2. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mercka yang itelah
melanggar larangan-larangan #tu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana'

sebagaimana yang telah diancamkan;

(W8]

menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan
apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Moeljatno yang memakai istilah perbuatan pidana untuk tindak pidana,
mengartikan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu
aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang be.r;pa pidana

tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut’ Lebih simpel lagi
22 g p 2

S Abd. Al-Qadir Audah, at-Tasyri” al-Jind i al-Islami, (ttp: Dar al-Urubah, 1983), T: 67,
7 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidanc Islam, hlm. 2.
8 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1993), him. 1.

? Ihid., hlm. 54.



disampaikan oleh Nico Ngani seperti yang dikutip oleh Nur’ainy AM,' bahwa
perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan

diancam dengan pidana.

Menurut Kansil, suatu perbuatan akan diklasifikasikan menjadi suatu tidak
pidana apabila perbuatan mengandung unsur-unsur:'’
1. harus ada suatu kelakuan;
2. kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-undang;

kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;

L2

4. kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;
5. kelakuan 1tu diancam dengan hukuman.

Berhubungan dengan definist tersebut di atas, maka yang penting dalam
kukum pidana bukan saja hal memidana si terdakwa, akan tetapr sebelum sampai
kepada itu, terlebih dahulu harus ditetapkan apakah terdakwa benar melakukan
perbuatan pidana atau tidak.

Aspek atau segi dan hukum pidana, yaitu menentiukan apakah perbuatan
seseorang merupakan perbuatan pidana atau bukan, dan kemudian menentukan
apakah orang yang melakukan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan
(dipersalahkan karena perbuatan tersebut atau tidak). Dikarenakan adanya
perbuatan pidana didasarkan atas asas legahitas, Nullum Delictum Nuila Poena
Sine Fraevia Lege Poenali (tidak ada perbuatan pidana jika sebelumnya tidak

dinyatakan sebagai demikian oleh suatu ketentuan undang-undang).

' Nurainy AM, Buku Pegangan Kuliah: Hukum Pidana, (Yogyakarta; Fakulias Syari’ah
TAIN Sunan Kalijaga, 2003), him. 61.

" CST. Kansil, Pengantar Hmu Hukum dan Tata Hukum fndonesia, hlm. 242,



Peﬁanggungjawaban dalam hukum pidana berdasarkan atas asas: Tidak dipidana
jika tidak ada kesalahan.?

Pertanggungjawaban pidana, menurut Topo Santoso, pada dasarnya
ditegakkan atas tiga hal, vaitu:"

1. adanya perbuatan yang dilarang;
2. dikerjakan dengan kemauan sendiri;
3. pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Ketiga hal tersebut di atas, disebut juga dengan unsur-unsur dari
pertanggungjawaban pidana.  Jika ketiga hal tersebut ada, maka ada
pertanggungjawaban pidananya.  Kalau tidak ada maka tidak akan ada
perlanggungjawaban pidananya,

Sejalan dengan pemikiran Topo Santoso, menurut A, Zainal Abidin Fand
ada beberapa hal yang dapat meniadakan pidana (strafuitsfuitingsgrondeny),
yaitu:

. ketidakmampuan bertanggungjawab;

2. daya paksa;

Ll

pembelaan darurat atau pembelaan terpaksa;
4, dasar pembenar dan dasar pemaaf.
Dari pengertian di atas, maka didapatkan kesimpulan bahwa hanya

manusia yang berakal pikiran, dewasa, dan berkemauan sendiri yang dapat

'2 Mocljatno, Asas-asas Hukum Pidana, him §5.

B Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam: Fenerapan Syari'at Istam Delam
Konteks Modernitas, {Bandung: Asy-Syaamil, 2000, hlm. {70

" A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, (Jakaita: Sinar Grafika, 1995), him. 189.




dibebani tanggung jawab pidana. Oleh karena itu tidak ada pertangggungjawaban
pidana bagi kanak-kanak, orang gila, orang dungu, orang yang hilang kemauannya
dan orang vang dipaksa atau terpaksa.”” Dikarenakan tidak semua orang yang
melakukan perbuatan pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu dapat
dimintai pertanggungjawaban atasnya karena adanya alasan hapusnya pidana yang
menjadi sebab pelaku tindak pidana, tidak dipidana.

Misalkan pelaku tindak pidana tersebut merupakan anak-anak, maka tidak
adil rasanya jika anak tersebut dalam proses hukumnya diperlakukan sebagaimana
orang dewasa. Akan tetapi tidak tepat juga bila anak nakal tersebut kemudian
dibebaskan dari segala konsekuensinya. Karena dalam persoalan in1, tidak boleh
dilupakan keadaan anak dengan segala wataknya yang khusus. Meskipun pada
dasarnya anak telah menentukan sendiri perbuatannya berdasarkan perasaan,
kehendak dan pikirannya, tetapi karena kondisi jiwanya yang belum stabil, maka
keadaan sekelilingnya dapat berpengaruh dalam penentuan sikap dan perilaku
vang mereka tunjukkan di masvarakat.

UU No. 3 tahun 1997 mengatakan bahwa anak yang dapat diajukan ke
Sidang Anak adalah minimal berumur 8 tabun®  Demikian juga dalam
Rancangan KUHP, pada Pasal 110, disebutkan bahwasanya anak yang belum
mencapai umur 12 tahun yang melakukan tindakan pidana, maka tidak dapat
dipertanggungjawabkan. Tetapi apakah batasan umur tersebut sudah sesuai
dengan hukum Islam, sebagai agama mayoritas yang dianut oleh penduduk

Indonesia? Untuk itulah penyusun mengadakan penelitian ini.

'* A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, him. 189.

' UU RI No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 4 ayat (1),



B. Pekok Masalah
Dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat
dirumuskan adalah: “Bagaimana status hukum Islam terhadap anak di bawah

umur yang melakukan tindak pidana?”

C. Tujuan dan Kegunaan
Penelitian imt bertujuan untuk menerangkan tentang:

{. Berbagai aspek tentang masalah pertanggungjawaban pidana atas Kasus
kenakalan anak dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Dapat
ditarik kesimpulan bahwa anak di bawah umur dapat dijadikan sebagai alasan
penghapus pidana menurut hukum positif, dan hal tersebut benar bila ditinjau
dari hukum Islam.

Kegunaan penelitian int adalah, diharapkan:

1. Secara teoretis, hasil studi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan
terutama dalam bidang hukum Islam maupun hukum positif.

2. Secara praktis, hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi

mereka yang menekuni bidang kajian ifmu hukum.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penyusun dalam melakukan penelaahan terhédap
bahan-bahan kepustakaan, sudah ada beberapa karangan yang menelaah tentang
kenakalan anak dan pertanggungjawaban pidana baik dalam hukum pidana positif

maupun hukum pidana {slam, namun masih secara terpisah-pisah.



Ada beberapa pengarang yang menggunakan istilah juvenile delinquency
untuk kenakalan tremaja, meskipun pada pembahasannya mereka menggunakan
juga istilah kenakalan anak. Misainya Sudarsono dalam buku “Kenakalan
Remaja”,'” mengatakan bahwa kenakalan remaja atau Juvenile delinquency adalah
kejahatan pelanggaran pada orang dewasa tetapi pelakunya adalah anak-anak atau
remaja yang menurut ketentuan hukum mereka belum mencapai umur dewasa.
Buku “Latar Belakang Kenakalan Re:maja”18 karya dari B. Simanjuntak juga
mengidentikkan kenakalan remaja dengan juvenile delinquency yang berarti
perbuatan atau tingkah laku perkosaan terhadap norma hukum pidana dan
kesusilaan yang dilakukan oleh anak.

Meskipun scbenarnya pemakaian istilah ‘“remaja” terscbut hanya
menjadikan rancu, akan tetapi dapat dipahami bahwa sesungguhnya yang mereka
inginkan dengan istilah juvenile delinquency adalah kenakalan yang dilakukan
oleh orang yang belum dewasa yang didalamnya meliputi anak dan remaja.
Istilah kenakalan anak dalam skripsi ini meliputi juga tentang kenakalan remaja
sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di bidang ilmu sosial.

. Sementara itu dalam “KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal
Demi Pasal™ karya R. Soesile; “Asas-asas Hukum Pidana™® karya Bambang

Poernomo dan juga dalam judul yang sama karyanya Moeljatno, dikupas cukup

Y7 Sudarsono, Kenakalan Remaja, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995).
B Simanjuntak, Latar Belakang Kenakalan Remaja, (Bandung: Alumni, 1979).

19 R Soesilo, KUHP Serta Komemtar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor:
Politeia, 1996).

* Bambang Poemomo, Asas-asas Hukum Prdana, cet. ke-6, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1993},




banyak tentang pertanggungjawaban pidana. Disinggung juga tentang
pertanggungjawaban pidana bagi anak dengan menjelaskan batas-batas tentang
dapat atau tidaknya pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana yang meliputi
keadaan pelaku dan perbuatan itu sendiri. Dibahas juga tentang alasan-alasan
yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Lain halnya dengan
karya Wiryono Prodjodikoro tentang “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia”,”
yang menggambarkan secara komperehensi{ tentang alasan penghapus nukuman
dalam hukum pidana positif bila dibandingkan dengan asas-asas hukum
pidananya Moeljatno. Wiryono membahas teniang alasan penghapus pidana
(secara umum) itu sampai pada akar permasalahan dan contoh-contohnya.

A. Zainal Abidin Farid dalam bukunya “Hukum Pidana 17, menjelaskan
secara panjang lebar tentang alasan penghapus hukuman, tetapi dengan istilah
dasar peniadaan pidana. Penjelasan itu juga disertai dengan conioh-contoh.

Schagai referensi hukum Islam, karya Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum

-

Pidana Islam™

-
Al

menyebutkan bahwa subyek hukum adalah manusia berakal,
sudah cukup umur (mukallaf) dan berkemauan sendiri. Merekalah yang dapat
dibebani pertanggungjawaban pidana. Dan dalam hal ini juga berarti selain yang

disebut oleh Ahmad Hanafi tidak dapat dikena pertanggungjawaban pidana.

2 Widono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, {Bandung: Refika
Aditama, 2003).

2 A Zainal Abidin Farid, Hukim Pidana I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).

B Ahmad Hanafl, Asas-asas Hukum Pidana Isiam, {Jakarta: Bulan Bintang, 1990).



“Menggagas Hukum Pidana Istam™ karya Topo Santoso menerangkan
tentang pertanggungjawaban pidana juga dengan penjelasan terhadap dasar
penghapus pidana. Buku dengan judul “Dekonstruksi Hukum Pidana Islam™
oleh Makhrus Munajat, menjelaskan secara detail tentang hukum pidana Islam.
Dimulai dari pengertian, unsur-uasur, asas-asas hukum pidana dalam Islam,
pemidanaan serta hal-hal yang dapat mempengaruhi pemidanaan tersebut lengkap
dengan dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur’an maupun al-Hadis. Namun
keduanya tidak menerangkan lebih lanjut hal yang berkaitan dengan anak di
bawah umur sebagai alasan penghapus pidana.

Ada pula beberapa skripsi dan penelitian yang telah membahas tentang
anak-anak dalam lingkungan hukum, di antaranyzs adalah skripsi saudara Abdullah
Nurwakhid yang menjelaskan kriteria kedewasaan dalam hukum positif dan
penerapannya dalam melakukan tindakan hukum yang ditinjau dari pendekaian
normatif ®®  Lain halnya dengan skripsi Saudari Arief Laily Dyah Rejcki,
membahas tentang kenakalan anak dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban

pidana menurut hukum positif dan hukum Istam.”’

* Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari‘at Islam Dalam
Konteks Modernitas, {Bandung: Asy-Syaamil, 2000).

¥ Makhrus Munajat, Dekonsiruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung Pustaka,
2004),

% Abdullah Nurwakhid, “Kriteria Kedewasaan Dalam Hukum Positif dan Penerapannya
Dalam Melakukan Tindakan Hukum, Skripsi sarjana strata satu TAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(1997).

¥ Arief Laily Dyah Rcjeki “Kenakalan Anak Dalam Kaitannya Dengan
Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, Skripsi sarjana strata satu
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).
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Dengan demikian tampak bahwa belum ada sebuah karya tulis yang
berbicara khusus tentang kenakalan anak dikaitkan dengan aturan-atwan yang
berkenaan dengan anak di bawah umur sebagai alasan penghapus pidana tersebut
antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, baik yang berlaku di

Indonesia maupun hukum pidana anak pada umumnya.

E. Kerangka Teoretik
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum
larangan mana diseriai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi
barangsiapa melanggar larangan tersebut.”®
I. Akan tetapi, disebutkan dalam Pasal 1 KUHP, bahwasanya “Tiada suatu
perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam
undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu.” Asas ini dikenal
dengan nama asas Legalitas.

Identik dengan asas ini dalam hukum [slam dikenal kaidah:
P el s,y b JWY S Y

Dalam kaidah lain:

% Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, bhim. 54.

P A, Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, him. 71.
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Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, pelaku perbuatan harus
mempunyai kesalahan. Karena asas yang berlaku dalam pertanggungjawaban
pidana adala?ii“%idak dipidana jika tidak ada ke:saleﬂfxalkf’.31

Dari asas legalitas tersebut dapat diambif suatu pemahaman bahwa pada
intinya suatu perbuatan dapat dipidana apabila perbuatan itu bersifat melawan dan
bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan. Namun
demikian, tidak semua perbuatan pidana dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam
KUHP maupun menurut hukum pidana Islam, ada suatu aturan yang dapat
menghapuskan pidana bagi terdakwa.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya
kesalahan, yaitu:32
{. adanya perbuatan pidana (melawan hukum),
2. di atas umur tertentu dapat bertanggungjawab,
3. mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan,
4. tidak adanya alasan pemaaf.

Unsur-unsur pertanggungjawaban kriminal pembuat delik adalah:”

1. kemampuan bertanggungjawab,

3% Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, him. 20.
31 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, hlm. 153.
32 A, Hanafl, Asas-asas Hukum Pidana Islam, him. 164.

¥ Ibid | him. 222.
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2. kesalahan pembuat; kesengajaan dalam tiga coraknya dan culpa lwia dalam
dua coraknya, dan
3. tak adanya dasar pemaaf.

Harus dibedakan antara dasar dan alasan penghapus pidana dengan dasar
dan alasan penghapus penuntutan pidana  Menurut Van Bemmelen bahwa
keadaan-keadaan vyang membuat penuntut umum tidak boleh melakukan
penuntutan terhadap terdakwa disebut peniadaan penuntutan
(vervolgingsuilsiuitingsgronden), sedangkan keadaan yang membuat hakim tidak
dapat mengadili sescorang schingga tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap
terdakwa disebut dasar-dasar yang meniadakan pidana.*

Dalam hukum positif’ ada beberapa hal yang dapat meniadakan pidana
(starfuitstuitingsgronden) yaituz>

I. ketidakmampuan bertanggungjawab,

2. daya paksa,
3. pembelaan darurat atau pembelaan terpaksa,
4. dasar pemaaf dan dasar pembenar.

Pada Pasal 44 KUHP disebutkan juga tentang orang vang tidak dapat
dimintal pertanggungjawaban. Dalam penjelasan Pasal 44 tersebut disebutkan

bahwa orang yang tidak dapat dihukum adalah orang yang tidak dapat

* A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, him. 402.

¥ Ibid.. him. 139,
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mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kurang sempuma akal, sakit
berubah akal dan terganggu pikirannya karena mabuk mi's,alnyzzt.36

Tidak dapat bertanggungjawab menurut Pompe,’’ adalah tidak mempunyai
kemampuan berpikir yang memungkinkan seseorang dapat menguasai pikirannya
sehingga dapat memahami makna dan akibat perbuatannya dan dapat menentukan
kehendaknya sesuai dengan peadapatnya. Menurut Van Hammel,” kemampuan
bertanggungjawab adalah suatu keadaan psikis yang normal dan matang yang
mempunyai tiga kemampuan, yaitu kemampuan untuk memahami Eingkungan
kenyataan perbuatannya, kemampuan menyadari perbuatannya sebagal perbuatan
yang terlarang dan kemampuan menentukan kehendaknya.

Pada penjelasan umum atas UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan
Anak, khusus mengenai sanksi terhadap anak-anak dalam undang-undang imi
ditentukan berdasarkan perbedaan umur, yaitu yang berumur 8-12 {ahun hanya
dikenakan tindakan seperti dikembalikan kepada orang tua atau ditempatkan pada
organisasi sosial atau diserahkan kepada negara. Umur 12-18 tahun dapat dikenai
pidana dengan ketentuan khusus, yaitu dikurangi 2 dari maksimum pidana pokok.
Dalam Pasal 47 KUHP disebutkan dikurangi 1/3 dari maksimum pidana pokok.
Bagi anak vang berusia di bawah 8 tahun bila melakukan tindakan pidana maka ia

tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan, tetapi hanya dilakukan penyidikan dan

** Dalam hal orang yang terganggu pikirannya karena mabuk minuman keras pada
umumnya tidak dipandang masuk golongan orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan
perbuatannya, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa mabuknya itu demikian rupa, schingga
ingatannya hilang sama sekali. Lihat R Soesilo, KUHP Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal
Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1996), htm. 60-61. ‘

37 A. Zaina} Abidin Farid, Hrkum Pidana I, Bm. 190,

¥ Ibid.
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kemudian dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan pada Departemen
Sosial.”
Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam ditegakkan atas tiga hal,

oo 40
yaitu:

—

adanya perbuatan yang dilarang,

b

dikerjakan dengan kemampuan sendiri,

pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Tl

Dalam syard’ orang yang dibebani ketentuan hukum disebut mukallaf’ la.
mempunyai beberapa syarat:*'
1. orang harus dapat memahami dalil-dalil taklif{(pembebanan).
2. orang tersebut harus telah berakal sempurna.

Dalam hal ini syara” mengaitkan kesempurnaan akal denpgan
kebalighannya. Menurut as-Savyid Sabiq,”” ada beberapa hal yang menandai
kebalighan seseorang, yaitu:

I. Bermimpi, sebagaimana tersebut dalam al-Qur’an:

Bghd r el O3LlST Sl LR S JUBYY AL 13

* Lihat UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal S ayat (1), (2) dan (3).
' A Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, him. 173.
# Zakiah Darajat, llmu Figh, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 5-7.

* As-Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, alih bahasa Muzakir AS, cet. ke-8, (Bandung: al-
Ma’arif, 1996), XIV: 207-210.

* An-Nur (24) © 59.
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Berdasarkan ayat ini, dapat diambil pengertian bahwa tanda kebalighan —
mampu menerima beban tak{if — seseorang adalah bila sudah bermimpi
mengeluarkan sperma bagi laki-laki.
Sampai usia 15 tahun berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibn ‘Umar:
B s g o U Ty Dy e B o e cn e
Mool a5 ae i i Ul Bud) e g ade Cop ey (54
Malik dan Abu Hanifah berkata: “Orang yang tidak pernah bermimpi
{mengeluarkan mani) itu tidak dinyatakan dewasa kecuali bila dia telah
sampai pada usia 17 tahun.” Dan dalam suatu riwayat yang termasyhur dar
Abu Hanifah adalah 19 tahun. Dia berkata bahwa perempuan itu dewasa bila
telah sampai umur 17 tahun. Dawud berkata bahwa seorang lelaki itu tidak
mencapai kedewasaan sebelurn dia bermimpi sekalipun umurnya sudah
mencapai 40 tahun.
. Telah tumbuh rambut di sekitar kemaluannya.
Abdur Razaq dan lainnya (elah meriwayatkan dari Muhammad bin Hayan, ia
berkata: “Ibn Abi Sa’bah telah menuduh scorang wanita karena rambutnya
berbeda dengan rambut orang tuanya. Kemudian perkaranya diajukan kepada
Umar Ibn Khattab ra. Beliau kemudian memerintahkan, katanya: ‘Lihatlah di
sekitar kemaluannya’. Ternyata anak tersebui belum tumbuly rambut
kemaluannya. Umar berkata kepada anak itu (Ibn Abi Sa’bah): ‘Kalau saja

terbukti telah tumbuh rambut kemaluanmu, pastilah aku akan merajammu’.”

* As-Sayyid Sabig, Fikih Sunnah, XIV : 208,
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Atau dengan kata lain: “Kalau aku dapatkan bahwa rambut kemaluanmu telah
tumbubh, pasti aku akan meraj ammu.™
4. Haid dan mengandung. Bagi perempuan, selain tiga tanda kedewasaan yang
tersebut di atas, ditambah dengan haid dan mengandung,
Menurut Abdul Wahhab Khallaf, mukallaf adalah orang yang ahli dengan
sesuatu yang dibebankan kepadanya,46 terbagi menjadi dua:’’
1. Ahli Wajib (Ah/iyyatul Wujub;

Ahli Wajib vaitu kelayakan seseorang umuk menerima hak dan
kewajiban. Para fugaha menyebutnya az-Zimah, yaitv sifat nalur
kemanusiaan yang dengan itu manusia menenima ketetapan hak-hak bagi
orang lain dan menerima kewajiban untuk orang lain pula,

Keahlian inilah (ahli wajib) yang tetap bagi setiap manusia; batk lelaki
atau perempuan, baik janin (masih dala_m kandungan) atau kanak-kanak, anak
yang sudah mumayyiz atau sudah bafigh, atau dewasa, atau safifi (bodoh),
punya akal atau gila, dan sehat atau sakit. 'Tidak ada manusia yang lepas dari
itu, karena sebagai sifat kemanusiaan. |

2, Ahli Melaksanakan (A&l vatul Ada’)

Ahli melaksanakan yaitu kelayakan mukallaf untuk dianggap ucapan

dan perbuatannya menurut syara’. Sekira keluar daripadanya akad (contract)

# Ruway’i Ibnu Rajih ar-Ruhaily, Fikift Umar [, alih bahasa A. M. Basalamah, (Jakarta:
Pustaka al-Kausar, 1994), him, 172.

¢ Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum [stam: ([imu Ushidul Figh), alih bahasa
Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, cet. ke-7, (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2000}, him. 210.

7 Ibid., Hlm. 211-217.
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atan fasarruf (pengelolaan), maka menurut syard’, akad atau fasarrufitu bisa
diperhitungkan adanya, dan terjadinya tertib hukum atasnya.  Apabila
mukallaf tersebut berbuat pidana atas orang lain dalam soal jiwa, harta,
kehormatan, maka ia dihukum sesuai dengan pidananya dan diganjar atas
pidananya itu dengan bentuk fisik dan harta. Maka ahliyyatul ada’ itulah
yang dimintai pertanggungjawaban, sedang asasnya dalam manusia adalah
membedakan akal,

Pada dasarnya setiap orang yang bersalah harus dihukum. Akan tetapi ada
beberapa keadaan pada diri pelaku yang menjadikan dia terbebas dari hukuman,
vaitu terpaksa, mabuk, gila dan belum dewasa.

Mengenai kedewasaan sebagai dasar dihapuskannya hukuman dalam hadis

disebutkan:

oFy iy B U e Gl B Gpall et AW e WA g

T
Mengenai kedewasaan ini juga para ulama membagi masa kehidupan

manusia menjadi tiga:*’
1. masa tak mampu berpikir atau disebut belum tamyiz. Pada masa ini
seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman atas apa yang ia lakukan akan tetapi

dikenai kewajiban perdata.

* Abu Dawud, Sunsn Abi Dawid, “Kitab al-Hudud”, “Bab fi al-Majnén Yasriqu an
Yusibu Haddan”, edisi Shidgi Muh. Jamil (Beirut: Dar al-Fikr, 1994/1414), IV:131. Hadis nomor
4403, Hadis riwayat Musa bin Isma’7l dari Wuhaib dari Khalid dari Abu Duha dari-Afl dari Nabi
Saw.

YA Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, him. 398-400.
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2. masa mampu berpikir lemah yeitu sejak manusia tidak mampu berpikir,
berakhir sampai mencapai baligh. Pada masa ini hila mnelakukan jarimah
tidak dapat dijatuhi hukuman melainkan hanya diberi pengajaran.

3. masa mampu berpikir penuh. Pada masa inilah seseorang dapat dijatuhi

hukuman.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian imi adalah penelitan pustaka (library reséarch), di mana
dimaksudkan untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin tentang
berbagal hal di sekitar masalah atau problem, sehingga seluk beluk masalah
itu dapat diketahui secara lebih mendalam.”® Penelitian kali ini akan meneliti
tentang permasalahan anak di bawah umur sebageai alasan penghapus pidana,
yang mana anak di bawah umur tersebut melakukan kenakalan yang dapat
dikategorikan sebagat kejahatan dalam pandangan hukum positif dan hukum
Isiam, yang sumber datanya diperoich dart bahen kepustakaan. Data
utamanya adalah hukum positif (KUHP dan Undang-undang Ri No. 3 Tahun
1997 tentang Peradilan Anak) dan hukum Islam (al-Qur’an dan al-Hadis)
dibantu dengan karya-karya yang relevan dengan pennasalahan-pc‘r.masalahan
tersebut.

2. Sifat Penelitian

0 Saiman Aly, Proses Penelitian, (Palembang: Fakultas Syari’abh IAIN Raden Fatah,
1985), him. 12,
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* Bersifat deskriptif analitis, yaitu bertujuan utnuk memberikan suatu gambaran
belaka dari istilah yang ingin didefinisikan yang mana ruang lingkupnya luas,
akan tetapi sekaligus memberikan batasan-batasan yang tegas, dengan cara

> yakni

memberikan ciri-ciri khas dari istilah yang ingin didefinisikan,
menguraikan dan menjelaskan tentang juvenile delinguency menurut hukum
positif dan hukum Isiam. Aplikasinya dalam penyusunan skripsi ini yaitu
dengan menjelaskan tentang anak di bawah umur sebagai alasan penghapus
pidana, bagi anak-anak pada umumnya dan anak di bawah umur khususnya
yang terkena juvenile delinguency kemudian dianalisa dan diberikan penilaian
dari sudut pandang yang berbeda menurut hukum positif ditinjau dan hukum

[siam.

Pendekatan Masalah

W

Skripsi ini dalam memaparkan masalah anak di bawah umur sebagai alasan
penghapus pidana, bagi anak-anak vyang terkena juvenile delinguency
memakai pendekatan yuridis normatif yakni dengan menguraikan masalah
anak di bawah umur sebagai alasan penghapus pidana dengan berpijak pada
pola pikir dan konsep hukum-hukum formal dan norma-norma yang berlaku
yaitu hukum pidana dan. hukum Islam dan dipadukan dengan pikiran-pikiran
oleh praktisi hukum maupun iimuwan terkait.
4. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data adalah menggunakan metode literatur yaitu

mencan data dengan cara membaca pustaka yang terkait.

3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. ke-3, (Jakarta: UI Press, 1936),
him. 135.
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- Data vang dipakai skripsi ini diperoleh dari sumber primer dan sumber
sekunder serta sumber tersier. Sumber primer adalah hukum positif di
Indonesia (KUHP dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak) dan
hukum pidana Islam (al-Qur’an dan as-Sunnah). Sumber sekunder adalah
buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang dikaji baik kitab, buku,
majalah, artikel dan sebagainya.  Scedangkan untuk sumber tersiemnya
didapatkan dari kamus-kamus dan ensiklopedi yang berkaitan dengan
permasalahan yang dibahas.

5. Analisa Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke
dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema
dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oteh data.”

Sehingga dalam menganalisa data dipergunakan analisa secara kualitatif, pada
sisi-sisi tertentu dimungkinkan memakai analisa deduktif, ini sebagai langkah
penjelas saja di bagian-bagian terlentu yang memerlukan cara berpikir
deduktif, yaitu suatu pola berpikir yang bermula dari prinsip-prinsip umum
kemudian diaplikasikan ke dalam informasi yang bersifat khusus setelah
terlebih dahulu difakukan kategorisasi. Kenakalan remaja yang discbut juga
dengan juvenile delinquency, yang dapat menyebabkan pelaku mendapatkan
pidana, disisi lain dia sebagai anak di bawah umur, bisa mendapatkan
peniadaan pidana sesuai dengan apa yang tertera dalam KUHP dan UU RI No.

3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

2 Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. ke-17, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2002), hlm. 103,
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G. Sistematika Pembahasan

Sistematika skripsi ini dalam pembahasannya dibagi menjadi lima bab dan
tiap-tiap bab dibagi lagi menjadi sub bab, dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan; dimana dalam bab ini menjelaskan latar
belakang masalah yang akan dibahas, serta pokok masalahnya, tujuan dan
kegunaan dari penelitian yang dilakukan, telaah pustaka, kerangka teoretik yang
digunakan sebagai dasar penelitian, metode penelitian yang akan dipakai dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah tinjauan umum kenakalan anak. Sebelum membahas
lebih lanjut tentang anak di bawah umur sebagai aiasan penghapus pidana, maka
akan dibahas terlebih dahulu mengenai pengertian anak, pengertian kenakalan
anak, bentuk-bentuk kenakalan anak dan fakior-faktor yang mendorong timbulnya
kenakalan anak.

Bab ketiga, setelah membahas tentang pengertian anak dan masalah-
masalah yang terkait dengan kenakalan anak, maka selanjutnya membahas tentang
pertanggungjawaban pidana bagi anak nakal. Mencakup jenis pidana dan
tindakan bagi anak nakal menurut hukum positil, pertanggungjawaban pidana
bagi anak nakal menurut hukum pidana positif serta pertanggungjawaban pidanal
bagt anak nakal menurut hukum pidana Islam.

Bab keempat adalah analisis hukum Islam terhadap anak di bawah umur
sebagai alasan penghapus pidana. Setelah didapatkan penjclasan tentang
pengertian anak (siapa anak itu dan sampai usia berapa seseorang dapat dikatakan
anak-anak) dan juga pengertian tentang kenakalén anak seria pertanggungjawaban

pidana bagi anak nakal, maka dapat dilakukan analisis secara hukum Islam, bahwa
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anak di bawah umur dapat dijadikan alasan penghapus pidana. Menjelaskan
terlebih dahulu pengertian dari alasan penghapus pidana dan menganalisa
kenakalan anak dari segi psikologis, kemudian tinjauan hukum Islam terhadap
anak di bawah umur sebagai alasan penghapus pidana.

Bab kelima adalah penutup, dalam bab init berisi kesimpulan dan
penjelasan dan analisis tentang anak di bawah umur sebagai alasan penghapus

pidana dan saran-saran yang berkattan dengan anak nakal.




BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berbicara tentang alasan penghapusan pidana berarti berbicara tentang
dipidana atau tidaknya si pelaku perbuatan pidana, berkaitan dengan ditetapkan
oleh hakim dengan menyatakan, bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus
atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan
hukum yang membcenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat.  Yang
dalam skripsi ini difokuskan pada anak di bawah umur sebagai alasan
penghapusan pidana.

Berdasarkan paparan dalam bab-bab sebelumnya, dapat diambil
kesimpuian bahwa menurut hukum positif, pertanggungjawaban pidana bagi anak -
nakal &itiadakan. Dengan ketentuan untuk anak nakal di bawah usia 8 tahun,
tidak diajukan ke sidang pengadilan dan tidak dikenai hukuman pidana. Tetapi
tetap dilakukan penyidikan dan kemudian dikembalikan kepada orangtua atau
diserahkan kepada Departemen Sosial. Seperti disebutkan dalam Pasal 5 UU RI
No. 3 Tahun 1997 Kemudian untuk usia 8 tahun hingga 12 tahun, diajukan ke
stdang pengadilan dan tidak dikenai hukuman pidana. Dalam hal melakukan
tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara
seumur hidup, setelah dilakukan penyidikan, dapat dikembalikan kepada
orangtua, atau diserahkan kepada negara, atau diserahkan kepada Departemen
Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan. Dapat disertai dengan teguran dan

syarat tambahan. Sesuai dengan Pasal 26 ayat (4) UU RI No. 3 Tahun 1997.
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Peniadaan pidana bagi anak di bawah umur tersebut dibenarkan oleh
hukum Islam. Didasarkan pada hadis vang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dari
‘Ali, bahwa Nabi saw barsabda: “Dosa itu dihapuskan dari tiga orang: dari anak-
anak hingga dia bafigh, dari orang vang tidur hingga dia bangun, dan dari orang
yang gila hingga dia waras.” Menurut hukum Islam, anak dibawah usia 7 tahun
dianggap dalam masa tidak adanya kemampuan berpikir, Pada masa tersebut
scorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir, atau belum
tamyfz. Perbuatan jarimah yang dilakukan oleh anak di bawah usia tujuh tahun
tidak dijatuhi hukuman, baik sebagai hukuman pidana atau sebagal pengajaran,
tetapi pertanggungjawaban perdatanya tetap berlaku. Usia 7 tahun sampai baligh
(kebanyakan fugahs membatasi sampai usia 15 tahun). Disebut dengan masa
kemampuan berpikir lemah. Pada masa ini, seorang anak tidak dikenakan
pertanggungjawaban pidana atas jarimah-jarfimah vang diperbuatnya, akan tetapl

bisa dijatuhi pengajaran.

B. Saran-saran
Dengan melihat aturan-aturan hukum tentang anak di bawah umur sebagai
alasan penghapusan pidana, sudah cukup untuk menjadi patokan bagi praktisi
hukum dalam menghadapi problema anak di bawah umur vang melakukan
tindakan pidana. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka hendaknya:
I. Praktisi hukum tersebut, dalam menangani anak di bawah umur vang terkena
tindak pidana, hendaknya terlcbih dahulu menihik keadaan atau latar belakang

psikologis dan sosiologis dari anak tersebut. Dapat diketahui apa alasan



88

sebenarnya anak tersebut melakukan kenakalan vang dapat termasuk dalam
golongan perbuatan pidané.

Dengan mengetahui latar belakang psikologis dan sostologis anak tersebut,
maka dapat ditentukan tindakan lanjut yang dapat dikenai terhadap anak
tersebut.  Tindakan yang berupa pendidikan yang dapat mendorong anak
tersebut kembali kepada jalan yang benar.

Kelvarga sebagai orang terdekat dari anak, khususnya orangtua, harus
berusaha untuk menciptakan suasana yang kondusif  Sikap saling
mendukung, saling mengingatkan harus terus dikembangkan dalam keluarga.
Orangtua tidak seharusnya bersikap otoriter terhadap anak, vang akan
mengakibatkan anak mendapatkan tekanan bila berada dalam rumah dan
akhirnya melampiaskan tekanan tersebut di luar rumah dalam bentuk negatif,
Biasakan anak vntuk bersosialisasi dengan masyarakat, sehingga anak-anak
tahu akan adat yang berlaku dalam masyarakat dan tahu bagaimana harus
bersikap bila menghadapi orang tertentu, sehingga dalam berbagai kondisi
anak terschut tidak akan mendapatkan tekanan. Dan dapat menyalurkan
kelebihan dirinya dalam hal yang positif.

Sekolah scbagai lingkungan terdekat kedua setelah keluarga hendaknya bukan
hanya sebagat iempat mencari ilmu, akan fetapi juga sebagai tempat
mengembangkan diri, mengembangkan keprnibadian dan meningkatkan

kedisiplinan schingga anak tidak akan mencobanya di luar.
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TERJEMAHAN

Terjemahan

BAB I
Jinayah adalah suvatu istilah untuk perbuatan yang
dilarang olch syara’, baik perbuatan terschut mengenai
Jjiwa, harta atau yang lainnya.

3%

Tidak ada hukuman bagi perbuatan orang berakal
sebelum adanya ketentuan nas.

30

Pada asalnya semua perkara dan perbuatan adalah
diperbolehkan  kecuali  adanya  dalil  yang

; mengbaramkan atau melarang perbuatan terebut.

Dan apabila anak-anakmu tefah sampal umur baligh,
maka hendaklah merecka meminta izin seperti orang-
orang sebelum mereka meminta izin.

16

Aku dihadapkan kepada Nabi saw. pada waktu perang
Uhud. sedang waktu itu aku adalah seorang anak yang
berumur 14 tahun, maka beliau tidak mengizinkan aku
tkut perang. Lalu aku dihadapkan lagi kepada beliau
pada waktu perang Khandag, sedang pada waktu itu
aku adaiah seorang anak vang berumur 15 tahun,
maka beliau memberikan izin kepadaku untuk ikut
berperang.

48

“Dosa itu dihapuskan dari tiga orang : dari anak-anak
hingga dia baligh, dari orang yang tidur hingga dia |
bangun, dan dari orang yang gila hingga dia waras.” |

BAB 1]

‘Apabila seorang anak telah mrencapai usia 15 tahun,
maka ia dapat dikenakan hukuman hadd’.

BAB IH

64

30

i

|

|

| “Tidak ada pembalasan, tidak pula gisas dalam suatu

tindakan mehikai, tidak ada pula hukuman eksekus:
dan hukuman hadd bagi orang vang belum mencapat
usia baligh, hingga ia mengetahui apa dan bagaimana




]

hak dan kewajibannya dalam Islam’,

64

32

fonu Munzir telah meriwayatkan dari Abil ‘Aliyah,
bahwa Umar bin Khattab ra. telah berkata: ‘Apabila
seorang anak telah mencapai usia 15 tahun, maka ia
dapat dikenakan hukuman hadd’.

66

‘Dosa itu dihapuskan dari tiga orang : dari anak-anak
hingga dia baligh, dari orang yang tidur hingga dia
bangun, dan dari orang vang gila hingga dia waras.”

67

37

Kesengajaan anak-anak atau orang gila, adalah keliru
(lupat).

68

39

Umar bin Khattab ra. telah berkata: *Apabila seorang
anak telah mencapai usia 15 tahun. maka ia dapat
dikenakan hukuman hadd’.

72

| . Olch sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu

terhadapmu ...

BAB IV

maka seranglah ia, seimbang dengan serangannva

Kaum laki-faki itu adalah pemimpin bagi kaum
wanita, olch karcna Allah telah melebihkan sebagian
mereka (laki-laki) atas scbagian yang lain {wanita),
dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan
sebagian dari harta mereka. Sebab itu wanita vang
saleh, adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara
dirt ketika suaminya tidak ada, olch karena Aliah telah |
memehhara mercka.  Wanita-wanita yang kamu
khawatirkan nusyuznya, nasihatilah mereka dan
pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka.
Kemudian jika mereka menaatimu, janganlah kamu
mencari-cari  jalan  untuk  menyusahkannya.
Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

6

74

Dan stapkaniah untuk menghadapi mereka kekuatan,
apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang
diambil untuk berperang (yang dengan persiapan itu)
kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan
omag-orang yang selain mereka yang kamu tidak
mengetahuinya, sedang Aliah mengetahuinya. Apa
sajo. yang kamu nafkabkan pada jalan Allah niscaya
akan dibalas dengan cukup kepadamu dan tidak akan
dianiaya {dirugikan).

17

74

14

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan
taattlah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang
sesuatu maka kembalikaniah ia pada Allah (al-Qur’an)
dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar

H




beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya.

18

75

16

E

Paksdan adalah suatu perbuatan vang dilakukan oleh
sesecorang karena orang lain, dan olch karena itu
hilanglah kerelaannya atau tidak sempurna pilihannya.
Atau paksaan adalah suatu perbuatan yang timbul dani
orang vang memaksa dan menimbulkan pada diri
orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong
dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang dimintakan
kepadanya.  Atau paksaan adalah ancaman oleh |
seseorang atas orang lain dengan sesuatu yang tidak i
disenangi untuk mengerjakan sesuatu sehingeoa |
karenanya hilang kerelaannya.

75

T

17

\

Hai orang-orang yang beriman, janganiah kamu shalat,
scdang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu
mengerti apa yang kamu ucapkan. ..

75

i8

Gila adalah hilangnya akal, rusak atau lemah.

75

19

“Dosa itu dihapuskan dari tiga orang : dart anak-anak
hingga dia baligh, dari orang yang tidur hing gga dla
bangun, dan dari orang yang gila hingga dia waras.’

79

26

Dosa itu dihapuskan dari ...

(G
I i LD

80

27

Abdur Razzaq telah meriwayatkan dart Ibnu Juraij, 1a
berkata: “Telah memberitakan kepadaku Abdul Aziz
hin Umar bahwa dalam sebuah surat milik Umar bin
Abdul Aziz tertulis bahwa Umar Ibnu al-Khattab ra.
telah berkate : “Tidak ada pembalasan, tidak pula gisas
dalam suatu tindakan melukai, tidak ada pula
hukuman eksekusi dan hukuman hadd bagi orang yang
belum mencapai usia baligh, hingga ia mengetahui apa
‘dan bagaimana hak dan kewajibannya dalam Isiam’.

Aku dihadapkan kepada Nabi saw. pada waktu perang
Uhud, sedang waktu itu aku adalah scorang anak yang
berumur 14 tahun, maka beliau tidak mengizinkan aku
ikut perang. 1alu aku dihadapkan lagi kepada beliau
pada waktu perang Khandaq, sedang pada waktu itu
aku adalab seorang anak yang berumur 15 tahun,
maka beliau memberikan izin kepadaku untuk ikut
berperang.

81

29

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh,

inaka hendaklah mereka meminta izin seperti orang- |

orang sebelum mereka meminta 1zin.

27

81

30

Umar bin Khattab ra. telah berkata: ‘Apabila seorang

anak teiah mencapai usia 15 tahun, maka ia dapat
dikenakan hukuman hadd’.

28

31

31

Dan uvslah anak vatim ttu sampai mereka cukup umur

I




untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu
mereka telah cerdas {(pandai memelihara harta), maka
serahkaniah kepada mereka harta-hartanya.

29 82 32 Kesengajaan anak-anak atau orang gila, adalah keliru
{luput).
30 84 34 “Dosa itu dihapuskan dari tiga orang : dari anak-anak

hingga dia baligh, dan orang yang tidur hingga dia
bangun, dan dari orang vang gila hingga dia waras.”
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Lampiran 2

i

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Abu Dawud

Nama lengkap beliau adalah Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’as bin Ishaq
bin Basyir bin Syaddad bin Amr bin Imran al-Azdi as-Sijistani. Lahir di kota
Azd daerah Sijistan, pada 202 H atau 817 M. Meninggal dunia di Basrah
bulan Syawal tahun 275 H atau 889 M.

Dikatakan oleh Ahmad bin Muhammad Jasir al-Harawi, beliau adalah
scorang ahli hafalan dalam Islam, baik al-Qur’an maupun hadis’ Rasulullah
Saw dan ilmu hadis’ serta cacat dan sanadnya. Sangat tinggi derajat
kebaktiannya, keseluruhan dan kesalehan serta waraknya dan salam seorang
tokoh ilmu hadis!

Tak kurang dari 49 orang ahli hadis’ tempat beliau belajar, dari seluruh
penjuru neger Islam.  Beliau pun mengajarkan ilmu yang beliau dapat itu
kepada murid-murid beliau.  Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal asy-
Syaibani, dan Muhammad bin isa bin Surah bin Musa bin Dahhak as-Salmi at-
Tirmizi, penyusun Sunan Tirmiv]

Abdul Qadir Audah.

Beliau adalah scorang ulama yang terkenal, Alumnus dari Universitas al-
Azhar, Cairo, pada tahun 1930 dan scbagai mahasiswa terbaik. Beliau adalah
tokoh ulama pada gerakan Akhwanul Muslimin di Mesir, juga seorang hakim
yang sangat disegani oleh masyarakat.

Dalam masalah kenegaraan behiau turut ambil bagian dalam memutuskan
Revolusi Mesir yang berhasil gemilang pada tahun 1952, vang pada waktu itu
dipelopori oleh Jenderal M. Najib dan Gamal Abdul Nasir yang kemudian
menjadi Presiden Mesir.

Beliau wafat di tiang gantungan sebagai akibat fitnahan dar lawan
politiknya pada tanggal 6 Desember 1974 bersama seorang kawannya,

Karya ilmiahnya vang terkenal antara lain;
¢ Kitab at-Tasyri” al-Fina’l al-Islami
e  Al-Islam wa Auladunal Islam
¢ [slam dan Perundang-undangan

As-Sayyid Sabig.

As-Sayyid Sabiq merupakan salah seorang ulama besar dalam bidang figh.
Beliau guru besar pada Fakuitas Syari’ah al-Azhar dan salah seorang ustaz
dari al-Banna. Beliav seorang Musayid al-Umar dari partai politik Ikhwanul
Muslimin. Dalam berpikir beliau berpedoman pada al-Qur’an dan as-Sunnah,
sehingga dikenal sebagai penganjur ijtihad dan penganjur gerakan kembah
kepada al-Qur’an dan as-Sunnah.



’ Karya beliau yang terkenal adalah Figh as-Sunnah yang menjadi referensi
di bidang figh pada perguruan tinggi Islam Fakultas Svari’ah al-Azhar.

Abdul Wahhab Khallaf,

Beliau lahir di Mesir tahun 1880. Merupakan dosen senior di Fakuitas
Syari’ah Universitas Kairo dan menulis cukup banyak karyanya dalam bidang
hukum Islam. Diantaranya yang terkenal adalah kitab Usul al-Figh dan
Khulasoh Tarikk Tasyri® al-Islam. Beliau meninggal pada tanggal 20 Januari
1956.

Prof. Dr. Moeljatno, SH.

Beliau adalah alumnus Fakultas Hukum pada Universitas Gajah Mada
pada tahun 1956. Adapun aktivitas akademis yang dilakukan adalah sebagai
gury besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, pernah menjabat
sebagat dekan di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

Karya-karyanya adaiah:
¢ Kitab Undang-undang Hukum Pidana
¢ Asas-asas Hukum Pidana

Bambang Poernomo

Beliau dilahirkan pada tanggal 26 Juni 1938 di Pati. Memperoleh
pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Ds
bidang pendidikan, beliau pernah menjadi guru SMA Negen di Sungaipenuh,
Kerinct - Jambi, tahun 1960 sampai tahun 1963. Menjadi pegawai
Perwakitan Departemen P dan K di Yogyakarta dari tahun 1964 sampai tahun
1965, Sejak tahun 1966 menjadi Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UGM
dan ketua Seksi / Jurusan Hukum Acara Pidana di Fakultas vang sama.

Pengalaman di bidang lain ialah seminar Kependudukan, seminar
Kriminologi, seminar Hukum Pidana, seminar Hukum Kedokteran, seminar
Psikologi Hukum, seminar Internasional di luar negeri, Lokakarya Pendidikan
dan Lokakarya Ilmu Sosial. Penelitian di bidang Hukum Pidana, Hukum
Acara Pidana, Kriminologi, Peradilan Pidana, Sistem Pemasyarakatan dan
Komunikasi Media Penerangan. Pengabdian masyarakat antara lain Anggota
Staf BPPD — DIY tahun 1973 sampai tahun 1975.

Karya ilmiah antara lain berupa karya tulis populer di beberapa harian dan
majalah, beberapa buku tentang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan
tain-lain.

B. Simanjuntak

Lahir pada 22 Maret 1930 di Desa Lintang ni Huta, Tampahan, Balige,
Kabupaten Tapanuli Utara. Setelah menyelesaikan IKIP (1964} di Bandung,
dan Fakultas Hukum (1971) di UNPAD, menjadi staf penulis di Balai
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Pendidikan Guru dan kemudian pindah menjadi karyaan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat.  Tahun 1972 mengikuti kulizh di Notariat UNPAD.
Pernah menjadi pembantu wartawan Harian Karya Bandung (1962) dan
mengikuti seminar lokal, nasional serta internasional (Lawasia Conference ke
D). Behan memiliks Arever Regional Planning (pemerintah Belanda) dan
Certificate of Achievement Project Design and Evaluation (USAID).

Beliau sewaktu perang kemerdekaan menjadi TRIP di daerah Sumatera
Timur, Pernah sebagai Guru SD, SMP, SLA dan Sekolah Polisi (Manado),
Sekolah Juru Rawat. Terakhir dosen di IKIP dan Fakultas Hukum di
Bandung. Sctelah itu bertugas di Diklat Departemen Dalam Negeri.

Karya-karya beliav antara lain:

e Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial
[.atar Belakang Kenakalan Remaja
Doktrin Kriminologi

Kenakalan Remaja

Pstkologi Kriminil

¢ Pendidikan Nasional

+ Re-orientasi Kriminologi

. & a
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CURRICULUM VITAE

A. BIODATA MAHASISWA

Nama : Yunizar Hidayati
Tempat/ Tgl Lalir  : Kayuagung, 10 Juni 1981
Alamat : Timoho 121 B Sapen Sleman Yogvakarta

B. BIODATA ORANG TUA

Ayah - Drs. H. Nuruzzaman Romli, SH

Pekerjaan - PNS

[bu : Hj. Darmawati Asiah, BA

Pekerjaan : PNS

Alamat : JI. Lembayung No. 36 RT 01 RW 03 Kelurahan

Bandar Agung, Lahat, Sumatera Selatan

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Kirana Kayuagung : 1986-1987
SDN 17 Kayuagung - 1987-1989
SDN 78 Curup Bengkulu - 1989-1993
SLTPN 1 Curup Bengkulu ' 1993-1996
Madrasah Takhashus Assalaam Surakaria : 1996-1997
MAS Pondok Pesantren Modern [slam Assalaam Surakarta : 1997-2000
UIN = Sunan Kalijaga Yogyakarta 1 2000

VI



